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MOTTO

“Law is not merely what is written, but what is precise, traceable, and undeniable.”

(Hukum bukan hanya apa yang tertulis, tetapi yang pasti, dapat ditelusuri, dan tak

terbantahkan.)
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RINGKASAN

AMBIGUITAS PENGGUNAAN SIDIK JARI OLEH SAKSI PENGENAL

DALAM AKTA NOTARIS

Penelitian ini mengangkat isu hukum dalam praktik kenotariatan, yaitu

ketidakjelasan norma tentang kewajiban penggunaan sidik jari oleh saksi pengenal

dalam akta notaris. UUJN mewajibkan penghadap membubuhkan sidik jari, namun

tidak mengatur secara tegas hal yang sama bagi saksi pengenal, padahal perannya

krusial dalam menjamin identitas penghadap yang tidak dikenal langsung oleh notaris.

Kekosongan ini menimbulkan multitafsir, degradasi hukum (rechtsverwatering), dan

risiko sengketa saat akta disengketakan. Dalam konteks pembuktian, sidik jari

memiliki nilai autentik lebih tinggi dibanding tanda tangan karena sifatnya yang

biologis dan tidak mudah dipalsukan.

Melalui pendekatan yuridis normatif dan konseptual, penelitian ini menelaah

urgensi penggunaan sidik jari oleh saksi pengenal dan dampak hukumnya.

Kekosongan norma berdampak pada keabsahan akta serta melemahkan perlindungan

hukum bagi notaris dan para pihak. Penelitian ini menawarkan solusi melalui

penambahan norma dalam Pasal 39 ayat (2) UUJN serta harmonisasi dengan Pasal 40

ayat (2), agar sidik jari saksi pengenal memiliki dasar hukum yang jelas. Temuan ini

diharapkan mendorong pembaruan regulasi kenotariatan yang adaptif terhadap era

biometrik dan digital.
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ABSTRAK

Tesis ini membahas ambiguitas hukum mengenai pencantuman sidik jari oleh

saksi pengenal dalam akta notaris, yang hingga kini belum diatur secara tegas dalam

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sementara penghadap diwajibkan

membubuhkan sidik jari sebagai bentuk autentikasi, tidak terdapat ketentuan eksplisit

yang mengatur hal serupa bagi saksi pengenal. Padahal, peran saksi pengenal sangat

penting dalam menjamin identitas penghadap yang tidak dikenal langsung oleh

notaris. Ketidakjelasan norma ini menciptakan kekosongan hukum yang dapat

berdampak pada kekuatan pembuktian akta, serta membuka peluang terjadinya

sengketa hukum yang berpotensi merugikan notaris maupun para pihak. Penelitian ini

menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis peraturan

perundang-undangan, doktrin, dan praktik kenotariatan, guna mengkaji urgensi serta

akibat hukum dari tidak dicantumkannya sidik jari saksi pengenal. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa diperlukan penguatan norma melalui penambahan ketentuan

dalam Pasal 39 ayat (2) serta penyelarasan dengan Pasal 40 ayat (2) UUJN. Tesis ini

diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembaruan sistem hukum kenotariatan

yang lebih adaptif, serta memperkuat aspek perlindungan hukum dalam pembuatan

akta notaris.

Kata Kunci: Sidik jari, saksi pengenal, akta notaris, keabsahan, kekaburan hukum,

perlindungan hukum.
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ABSTRACT

This thesis examines the legal ambiguity related to the use of fingerprints by

identifying witnesses in notarial deeds, which remains unregulated under the current

Indonesian Notarial Law (UUJN). While the law explicitly requires appearing parties

to affix fingerprints as a form of authentication, it provides no clear mandate for

identifying witnesses, despite their essential role in verifying unknown parties before

the notary. The absence of this provision creates a legal vacuum, which may

undermine the evidentiary strength of a notarial deed and lead to legal disputes

affecting both notaries and involved parties. This normative legal research analyzes

statutory regulations, legal doctrines, and notarial practices to assess the urgency

and legal consequences of omitting fingerprints by identifying witnesses. The study

concludes that the insertion of a specific clause in Article 39(2) and its harmonization

with Article 40(2) of the UUJN are necessary to ensure legal clarity and consistency.

This thesis aims to contribute to the reform of notarial regulations and to strengthen

legal protection within the deed-making process.

Keywords: Fingerprint, identifying witness, notarial deed, validity, legal ambiguity,

legal protection.
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